YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (204-210)

ANALISISHUKUM KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Hasg ad
Universitas L akidende Unaaha
(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)

Abstract
This study aims to determine the mechanism ohtesind cancellation of Regional Regulations
by the Minister of the Interior and the positiondaauthority of the Minister of the Interior in
canceling Regional Regulations. In the researchdudgy researchers In this study the
researchers used a juridical normative approache Tasearcher's reasoning, among others,
refers to the typology of research, that studieambroaches to normative law conceptualize
laws as norms, rules, regulations and legislatibattapply at a particular time and place as a
product of a particular sovereign state power. Fartmore, the data, the information is
reviewed further in accordance with the problemat texist descriptively. The results showed
that the position and authority of the Ministertb& Interior in canceling Regulations was the
implementation of administrative controls, namelgrsight / control of laws and regulations by
executives or administrative institutions that gaout the "bestuur” function in the executive
field. Whereas the mechanism for testing and carg&egional Regulations by the Minister of
Home Affairs or Executive review, the executiveeguwent tests it on the lower statutory
regulations that apply to higher laws and regulato
Keywords: Position and Authority, Cancellation of RegionatdRlations, Minister of Home
Affairs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanigmeagujian dan pembatalan Peraturan
Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan kedudukan ldamenangan Menteri Dalam Negeri
dalam pembatalan Peraturan Daerah. Dalam penegjaiag digunakan peneliti Dalam penelitian
ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan nofnyaridis. Alasan peneliti antara lain
mengacu pada tipologi penelitian, bahwa studi pkstae terhadap hukum yang normatif
mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, panatlen perundang — undangan yang
berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu selpmgduk dari suatu kekuasaan negara
tertentu yang berdaulat. Selanjutnya data, infornyasig ada dikaji lebih lanjut sesuai
dengan permasalahan yang ada secara deskriptifl plaselitian menunjukkan bahwa
kedudukan dan kewenangan Menteri Dalam Negeri dgambatalan Peraturan merupakan
implementasi kontrol administratif, yaitu pengawdpangendalian peraturan perundang-
undangan oleh eksekutif atau lembaga administeasy ynenjalankan fung%estuur” dibidang
eksekutif. Sedangkan mekanisme pengujian dan patabhaPeraturan Daerah oleh Menteri
Dalam Negeri atalExecutive reviewpengujiannya dilakukan pemerintah eksekutif teapad
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peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lyarigku terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Kata kunci: Kedudukan dan Kewenangan, Pembatalan Peraturamaiab®lenteri Dalam
Negeri
I. PENDAHULUAN turan perundang-undangan yang lebih tinggi.
etiap peraturan perundang-undangadika terjadi pertentangan dimaksud, maka Pe-
yvang berlaku melalui mekanisme ke-raturan Daerah pun dapat dilakukan pembata-
bijakan atau garis resmi, berupa pemian melalui mekanisme uji materiil.
buatan hukum baru, penggantian atau peruba- Namun yang menjadi permasalahan,
han terhadap hukum lama yang mempunydahwa meskipun Peraturan Daerah termasuk
maksud agar tujuan Negara dapat tercapgproduk hukum, tidak selamanya dilakukan
disebut sebagai produk politik hukum. mekanisme uji materiil untuk dibatalkan. Me-
Sebagai produk politik hukum, bila ter- nteri Dalam Negeri yang tingkatannya berada
jadi pertentangan peraturan perundang-undai atas Pemerintah Daerah, karena jabatannya
ngan, maka diperlukan mekanisme bentuk komenurut undang-undang mempunyai kewena-
reksi dan evaluasi terhadap peraturan perundagan untuk membatalkan Peraturan Daerah
ngan-undangan, yakni dengan mekanisme u{Perda).
materiil (udicial review. [1.KAJIAN TEORI
Berdasarkan hierarkhi peraturan perun2.1 Konsep Analisis
dang-undangan terdapat ketentuan, bahwa pe- Pengertian analisis menurut Kamus Be-
raturan perundang-undangan yang lebih rersar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Yuni-
dah tidak boleh bertentangan dengan peraturarsih dan Suwatno (2008:98) adalah analisis
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalanadalah penguraian suatu pokok atas berbagai
hal terjadi pertentangan maka peraturan perufdagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri,
dang-undangan dimaksud dapat dibatalkaserta hubungan antar bagian untuk mempero-
melalui mekanisme uji materiil. leh pengertian yang tepat dan pemahaman arti
Begitu pula dengan Peraturan Daeralkeseluruhan.
yang kedudukannya lebih rendah dalam hie2.2 Konsep Kewenangan
rarki perundang-undangan. Sebagai produk Kewenangan adalah merupakan hak me-

politik hukum tidak boleh bertentangan peranggunakan wewenang yang dimiliki seorang
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pejabat atau institusi menurut ketentuan yangiaksudkan untuk menggali dan mengkaji pe-
berlaku, dengan demikian kewenangan jugaturan perundang-undangan sebagai dasar
menyangkut kompetensi tindakan hukum yandperpijak dalam meneliti.
dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah fortvV. HASIL PENELITIAN
mal, jadi kewenangan merupakan kekuasaaA.Kewenangan Menteri Dalam Negeri
formal yang dimiliki oleh pejabat atau insti- Dalam Membatalkan Peraturan Daerah
tusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang Kewenangan Menteri Dalam Negeri da-
penting dalam kajian hukum tata negara datam membatalkan Peraturan Daerah tidak ter-
hkum administrasi negara. Begitu pentingnydepas dari pasal 185 ayat (4) Undang-undang
kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.MNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagBiaerah. Kewenangan membatalkan Peraturan
konsep inti dalam hukum tata negara dan huDaerah itu timbul ketika Menteri Dalam Ne-
kum administrasi negara. geri telah melakukan evaluasi terhadap suatu
[11. METODE PENELITIAN Peraturan Daerah, yang dari evaluasi tersebut

Dalam penelitian ini yang digunakan ditemukan substansi materi Perda dianggap
peneliti adalah pendekatan normatif. Alasanerdapat masalah.
peneliti antara lain mengacu pada tipologi Tolak ukur untuk mengetahui Peraturan
penelitian, bahwa studi pendekatan terhadaPaerah itu bermasalah antara lain, bahwa per-
hukum yang normatif mengkonsepsikan hutama, suatu Peraturan Daerah tidak boleh ber-
kum sebagai norma, kaidah, peraturan datentangan dengan Peraturan perundang-unda-
perundang-undangan yang berlaku pada suafgan yang lebih tinggi. Kedua, Peraturan Dae-
waktu dan tempat tertentu sebagai produk darah tidak boleh menyalahi kepentingan umum.
suatu kekuasaan negara tertentu yang berdau- Dalam hal Peraturan Daerah itu diang-
lat. gap bertentangan dengan Peraturan perun-

Sedangkan yang menjadi pokok pemiki-dang-undangan yang lebih tinggi, dan atau
ran dalam penelitian ini berorientasi padamenyalahi kepentingan umum, maka Menteri
analisis hukum kedudukan dan kewenangaBalam Negeri selaku eksekutif atau lembaga
Menteri Dalam Negeri dalam pembatalanadministrasi yang menjalankan fund&ies-

Peraturan Daerah. Pendekatan normatif dituur” dibidang eksekutif, diberi kewenangan
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oleh Undang-undang untuk mengembalikarumum.
Peraturan Daerah kepada Pemerintah Daerah  Sedangkan,executive previewadalah
agar melakukan penyempurnaan Peraturgmengujian yang dilakukan oleh pemerintah ek-
Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitungsekutif terhadap rancangan peraturan perun-
sejak diterimanya hasil evaluasi (pasal 18%lang-undangan. Jadi, dalam bakcutive pre-
ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahurview, yang menjadi bahan pengujian adalah
2004 Tentang Pemerintahan Daerah). rancangan peraturan perundang-undangan ya-
Dalam konteks kontrol hukum baik ng belum diberlakukan atau belum diundang-
bersifat internal maupun eksternalkecutive kan. Executive previevini biasa juga di sebut
review dianggap penting. Sebab tugas pemesebagai pengawasareventif
rintahan berkaitan erat dengan tindakan / per- Sehubungan dengan pembatalan Peratu-
buatan administrasi Negara yang dijalankaman Daerah Kabupaten telah diuraikan, bahwa
oleh organ pemerintahan dan salah satunyeewenangan Menteri Dalam hanya terbatas
adalah oleh pemerintah. Di samping itu tugapada tingkatan provinsi semata tingkatan ka-
pemerintahan (dalam arti luas) yakni disambupaten/kota, sedangkan untuk Peraturan Der-
ping menjalankan undang-undang, juga meah Kabupaten, kewenangan Menteri Dalam
nyangkut pelayanan masyarakat dan penindNegeri hanya bersifat pengawaspreventif
katan kesejahteraan masyarakat. yang bersifat tidak langsung, karena yang
Executive revievadalah pengujian yang menjalankan secara langsung adalah Guber-
dilakukan pemerintah eksekutif terhadap peranur.
turan perundang-undangan yang lebih rendaB. M ekanisme Pengujian Dan Pembatalan
yang berlaku terhadap peraturan perundang- Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam
undangan yang lebih tinggi. Mekanisme Pen- Negeri
gujian dan pembatalan Peraturan Daerah oleh M ekanisme Pengujian
Menteri Dalam Negeri antara lain melalui Sehubungan dengan mekanisme penguj-
standar pengujian Peraturan Daerah atas dasan dan pembatalan Peraturan Daerah, terdapat
ada atau tidaknya pertentangan dengan peratketidak sesuaian mekanisme pengujian peratu-
ran yang lebih tinggi dan kesesuain proseduan daerah yang dilakukan oleh lembaga ekse-

pembuatan yang tidak menyalahi kepentingakutif antara yang diatur dalam peraturan pe-
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rundang-undangan dan implementasinya diladaerah dan retribusi daerah serta tata ruang.
pangan selama ini. Hal yang paling utam&elanjutnya pengawasan represif dilakukan
adalah mengenai instrumen hukum yang diguerhadap seluruh Peraturan Daerah yang sudah
nakan dalam pembatalan Peraturan Daerah. dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk Pera-

Berkenaan dengan itu dalam Undangiuran Daerah yang sudah dilakukan pengawa-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemesan preventif.
rintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengawasan preventif dilakukan pada
No.79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembingaat produk legislasi masih berbentuk Ranca-
an dan Pengawasan Penyelenggaraan Penmman Peraturan Daerah (selanjutnya disebut
rintahan Daerah telah mengatur, bahwa penRanperda), sedangkan pengawasan represif
batalan Peraturan Daerah menjadi wewenamgjlakukan pada saat produk legislasi telah di-
Presiden dengan menetapkan Peraturan Presetapkan sebagai Perda. Khusus di dalam
den. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasglengawasan represif, proses pengawasan da-
145 ayat (3) Nomor 32 Tahun 2004 tentangat berujung pada pembatalan yang dilakukan
Pemerintahan Daerah. oleh Menteri Dalam Negeri. Kewenangan

Peraturan Daerah yang dianggap berterMenteri Dalam Negeriuntuk melakukan pem-
tangan dengan kepentingan umum dan/ataoatalan Perda kabupaten/kota saat ini diatur
bertentangan dengan peraturan yang lebilalam Permendagri Nomor 53 tahun 2011
tinggi dapat diuji oleh dua lembaga melaluitentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
dua model kewenangan, yaijudicial review 2. Pembatalan Peraturan Daerah
oleh Mahkamah Agung daexecutive review Dalam tindak lanjut hasil pembatalan,
oleh Pemerintah yang dilakukan melalui Ke-ada dua implikasi yang harus dijalankan oleh
putusan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Daerah,yaitu : (1) Paling lama 7

Dalam hal pengawasan daerah otonom(tujuh) hari setelah keputusan pembatalan,
ada 2 (dua) bentuk pengawasan yang dilakikepala daerah harus memberhentikan pelaksa-
kan oleh pemerintah yaitu pengawasan prenaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD
ventif dan pengawasan represif. Pengawasdrersama kepala daerah mencabut Peraturan
preventif dilakukan terhadap rancangan Perébaerah dimaksud.

turan Daerah yang bermuatan APBD, pajak
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Penetapan waktu 7 (tujuh) hari, adalal?. Pengkajian
pertimbangan agar dampak negatif dari pera- Menteri Dalam Negeri membentuk tim kla-
turan daerah tersebut segera dihentik@). rifikasi yang keanggotaannya terdiri atas
Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Pera- komponen lingkup Kemendagri sesuai ke-
turan Presiden untuk membatalkan Peraturan butuhan. Tim klarifikasi ini dibentuk mela-
Daerah. Peraturan Daerah dimaksud dinyata- lui keputusan Mendagri. Dalam melakukan
kan berlaku. kajian, tim ini dapat berkordinasi dengan
Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak Kementerian yang terkait dengan substansi
dapat menerima keputusan pembatalan Peratu- pengaturan perda. Selanjutnya tim klarifi-
ran Daerah dengan alasan yang dapat dibenar- kasi menyampaikan hasil klarifikasi kepada
kan oleh peraturan perundang-undangan, ke- Menteri Dalam Negeri dalam bentuk berita
pala daerah dapat mengajukan keberatan kepa-acara. Menteri Dalam Negeri mengusulkan
da Mahkamah Agung. Pengajuan keberatan pembatalan kepada Presiden apabila atas
kepada Mahkamah Agung merupakan upaya hasil klarifikasi dinyatakan bahwa Peratu-
hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh ran Daerah bertentangan dengan kepenti-
pemerintah daerah terhadap pemerintah yang ngan umum dan/atau peraturan perundang-
membatalkan Peraturan Daerah. undangan yang lebih tinggi.
Dalam aturan ini Klarifikasi terhadap 3. Pembatalan
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Dae- Menteri Dalam Negeri menyiapkan ranca-
rah Kabupaten/Kota dibedakan mekanisme- ngan Peraturan Presiden tentang pembata-
nya. Mekanisme klarifikasi Peraturan Daerah lan perda dan diserahkan kepada sekretaris
Provinsi dalam Peraturan Menteri Dalam Ne- kabinet. Sekretaris kabinet akan mengun-
geri ini adalah: dang unsur Keputusan Menteri Dalam Ne-
1. Penyampaian Peraturan Daerah geri dan Kemenkumham untuk membahas.
Gubernur menyampaikan kepada Menteri Setelah semua disepakati maka sekretaris
Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari  kabinet mengajukan kepada Presiden ran-
setelah ditetapkan untuk mendapatkan kla- cangan Perpres untuk ditandatangani.

rifikasi.
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4. Tindak Lanjut putusan Mekanisme pengujian dan pembatalan

Dalam tahap ini, ada dua aktifitas yangPeraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri
dapat dilakukan gubernur atas Perpreatau Executive reviewpengujiannya dilaku-
pembatalan Peraturan Daerah yaitu menerkan pemerintah eksekutif terhadap peraturan
ma pembatalan dan mengajukan keberataperundang-undangan yang lebih rendah yang
Jika menerima pembatalan, Gubernur meberlaku terhadap peraturan perundang-unda-
nghentikan pelaksanaan perda paling lamagan yang lebih tinggi

tujuh hari setelah Perpres diterima, kemu-

dian DPRD bersama Kepala daerah mencdbAFTAR PUSTAKA

but Peraturan Daerah tersebut. Namumagir Manan; 1994Hubungan Antara Pusat
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klarifikasi, maka Gubernur dapat mengaju-
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